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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز zai z Zet 
س Sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
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غ gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل Lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه Ha h Ha 
ء hamzah ʼ Apostrof 
ى Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah a A 
 ِا kasrah i I 
 ُا ḍammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َﻒْﻴَﻛ: kaifa 
 َلْﻮَﻫ: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
 َى  ... |  َا  ... 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā a dan garis di atas 
 ِى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
 ُو 
dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتﺎﻣ: māta 
ﻰَﻣَر: ramā 
 َﻞْﻴِﻗ: qīla 
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 ُتْﻮَﳝ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ﺔَﺿْوَرV اﻷ ِلﺎَﻔْﻃ   : rauḍah al-aṭfāl 
 ْﻟا  ُﺔَﻨْـﻳ ِﺪَﻤَﻟاﺔَﻠِﺿﺎﻔ  : al-madīnah al-fāḍilah 
ﺔَﻤْﻜَِﳊا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd(ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َﺎّﻨﺑَر: rabbanā 
 َﺎﻨْﻴَّﳒ : najjainā 
 ّﻖََﳊا : al-ḥaqq 
 َﻢﻌﻧ: nu“ima 
 ّوُﺪَﻋ: ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah 
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī. 
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Contoh: 
 ّﻰِﻠَﻋ   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ّﰉَﺮَﻋ: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 ُﺲْﻤّﺸَﻟا: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔَﻟﺰّﻟﺰَﻟا: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ﺔَﻔَﺴْﻠَﻔَﻟا: al-falsafah 
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َنْوُﺮْﻣﺄﺗ : ta’murūna 
 ُعْﻮّـَﻨﻟا: al-nau‘ 
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un 
 ُتْر◌ُِمأ: umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarrdan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲا ُﻦﻳِد dīnullāh  ِﷲِﺎﺑ billāh 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِﷲا ِﺔَﲪر ِْﰲ ْﻢُﻫhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
ḤāmidAbū) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
NAMA   :  REZKY ARSITA 
NIM   :  10200114129 
JUDUL :  Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam 
Otonomi Daerah di Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe 
Kabupaten Bone (persfektif Siyāsah syar’iyyah). 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 
Kebijakan bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah di  Desa Tapong 
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone? Adapun  sub-sub masalah terdiri atas 1)  
Bagaimana Efektifitas Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam 
Otonomi di desa Tapong Kec.Tellu Limpoe Kabupaten Bone?. 2) Apa Faktor yang 
menjaadi kendala dalam implementasi Kebijakan Bantuan pembangunan dalam 
Otonomi di Desa Tapong kec.tellu Limpoe Kabupaten Bone?. 3) Bagaimana 
Perspektif siyasyah Syar’iyyah Islam tentang implementasi Kebijakan Bantuan 
Pembangunan dalam Otonomi di Desa Tapong Kec. Tellu limpoe Kabupaten Bone?. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kulaitatif 
Lapangan dengan pendekatan yuridis, sosiologi, dan normatif empiris. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah Kantor Desa Tapong (Pemerintah, Masyarakat 
Setempat), Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan Studi 
dokumen.adapun tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, 
penyajian data, dan menarik kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan pembangunan di Desa Tapong bisa dikatakan 
efektif karena sejak masa pemerintahan Bapak Ridwan selaku Kepala Desa, dari 
tahun 2016-2018 sudah banyak pembangunan yang dilakukan dan berjalan sesuai 
dengan keinginan, walaupun ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang di 
hadapi namun itu semua bisa diatasi dengan adanya faktor pendukung dalam hal kerja 
sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Dalam Al-Qur’an menuntut 
kedua pihak-yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah 
dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam 
kitabullah itu Berdasarkan hal ini hukum Islam dan hukum adat tidak bertentangan 
dalam lingkungan Desa Tapong kecematan Tellu Limpoe Kabupaten Bone 
Implikasi dari penelitian ini adalah berbicara mengenai suatu kebijakan dalam 
hal pembangunan di desa. Pemerintah harus memiliki soft skill dan hard skill yang 
bisa diterapkan agar masyarakat yakin dan ikut serta dalam pembangunan. Dalam 
proses pembangunan kadang tidak selalu berjalan mulus, namun terdapat juga 
beberapa kendala yang harusnya pemerintah lebih bijak dalam memutuskan suatu 
perkara atau masalah yang sudah ada. Dan pemerintah agar lebih erat hubungannya 
dengan masyarakat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Berbicara mengenai pembangunan, ide pembangunan itu sendiri sering 
dikaitkan dengan pengertian kemakmuran yang secara kuantitatif lebih bersifat 
ekonomis, sedangkan nilai-nilai sosial masih bersifat simpang siur. Sampai sejauh 
mana pengaruh penetrasi ide pembangunan pemerintah pusat itu sangatlah dibatasi 
oleh kemampuan untuk mewujudkannnya. Keterbatasan penyediaaan dana, baik 
berupa  uang maupun tenaga ahli, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tersebut 
akan bertumpu pada kemampuan atau potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri.1  
Dalam suatu masyarakat suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa 
adanya suatu perencanaan yang baik. Seperti halnya dalam suatu Negara yang dikenal 
dengan kata Otonomi Daerah.  
Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan 
daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasioanal. Oleh karena itu, 
keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur 
pemerintah pusat termasuk sumberdaya manusianya dalam tugasnya sebagai perumus 
kebijakan nasional.2 
Kebijakan itu pada dasarnya suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 
                                                 
1Buddy Prasadja, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan  (Jakarta :  CV .Rajawali, 
1986),  h.7. 
2Suara Pembarun, Otonomi Daerah peluang dan Tantangan  (Jakarta : PT. Percetakan 
Penebar Suadaya, 2002), h.10 .    
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cara bertindak untuk melakukan suatu pekerjaan. Kebijakan hanya menjadi pedoman 
bagi kita untuk melakukan tindakan yang paling mungkin akan memberikan hasil 
yang diinginkan. Namun suatu kebijakan juga memerlukan dukungan dari pemerintah 
dalam hal kebijakan sosial pemerintah.  
Pembangunan sosial maka pemerintah yang memiliki kekuasaan yang legal 
format berdasarkan konstitusi berkewajiban untuk menetapkan kebijakan sosial 
sebagai bagian dari kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan nasional. 
Kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk merespon 
berbagai masalah sosial yang terjadi dalam suatu wilayah/Negara.3 
Setiap masyarakat di mana pun berada senantiasa memiliki masalah dan 
kebutuhan. Agar mencapai tujuan yang diharapkan, penanganan masalah harus 
dimulai dari perumusan masalah sosial. Penanganan masalah sosial harus mampu 
merespon masalah dan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang senantiasa 
berubah, meningkatkan keadilan dan hak asasi manusia, serta mengubah struktur 
masyarakat yang menghambat pencapaian usaha dan tujuan kesejahteran sosial. Oleh 
karena itulah dalam prakteknya penanganan masalah sosial kerap di implementasikan 
ke dalam program-program kegiatan dari, bagi dan bersama individu, keluarga, 
kelompok sosial, organisasi sosial dalam mencapai tujuan sosial dan menciptakan 
kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.  
Desa tapong memerlukan adanya suatu kebijakan dari pemerintah dalam hal 
pembangunan, karena desa tapong bisa dikatakan suatu desa yang jauh dari kata desa 
maju apalagi berkembang masih jauh. Karena, baik listrik maupun jaringan yang ada 
                                                 
3Risma handayani, Pembangunan  Masyarakat (Makassar : Alauddin University Press,  
2015), h.70-71.    
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itu sangat susah. Namun sedikit ada perkembangan dalam sistem pendidikan karena 
sudah banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. 
Tetapi sekolah di desa tersebut masih banyak memerlukan fasilitas yang mendukung 
apalagi dari segi gurunya bisa dikatakan masih kurang.  
Pengimplemetasian kebijakan pembangunan di dalam masyarakat perlu 
adanya suatu pemahaman terhadap masyarakat agar bisa mengetahui apa sebenarnya 
yang diinginkan masyarakat dan potensi yang dapat digalih dalam daerah atau desa 
tersebut. Karena dalam sistem pembangunan kita juga tidak bisa asal memasukkan 
bantuan masyarakat di wilayah tanpa mengetahuinya dan tidak berpotensi di desa 
tersebut.  
Pemetaan sosial memerlukan pemahaman mengenai kerangka konseptualisasi 
masyarakat yang dapat membantu dalam membandingkan elemen-elemen masyarakat 
antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, beberapa masyarakat memiliki 
wilayah (luas-sempit), komposisi etnik (heterogen-homogeny) dan status sosial-
ekonomi (kaya-miskin atau maju-tertinggal) yang berbeda satu sama lain.4 
Serta cara penerapannya juga masih kurang karena pemerintah juga tidak 
mengerti yang bagaimana mestinya dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat itu 
sendiri supaya maju. Pendekatan pemberdaya masyarakat sebenarnya dalam proses 
perencanaan adalah bagaimana membuat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan 
pembangunan, dapat menyampaikan aspirasinya serta meningkatkan kapasitasnya 
dalam pembangunan.5 
                                                 
4Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan  Sosial Dan Pekerjaan Sosial  (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), 
h.85. 
5Risma handayani, Pembangunan Masyarakat, h.110. 
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Islam mendengarkan aspirasi melalui masyarakat baik dalam hal 
pembangunan maupun proses penyelenggaraan pemerintah adalah perlu, di dalam QS 
Ali ‘imran/3:159 : 
$ yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹ Î=xî É=ù=s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô ÏΒ y7Ï9 öθ ym ( 
ß# ôã$ sù öΝ åκ÷]tã ö Ï øó tGó™$# uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Í÷ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |MøΒ z•tã ö≅©. uθ tGsù ’ n? tã «!$# 4 ¨β Î) ©!$# 
=Ïtä† t,Î#Ïj.uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪    
Terjemahnya :  
Maka berkat rahmat Allah yang engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 
mohonkanlah ampunan untuk  mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu: Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakAllah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 
bertawakal.6 
  Penjelasannya bahwa urusan duniawiyah seperti urusan politik, ekonomi, 
kemasyarakatan dan lain-lainnya, hendaklah  bermusyawarah mendengarkan aspirasi, 
baik di lingkungan yang sempit dan luas.  Maka dengan adanya penelitian ini dapat 
membantu masyarakat agar bisa lebih mengerti dalam menangani permasalahan 
dalam penerapan bantuan pembangunan.  
 Di mana salah satu bentuk masalah bantuan pembangunan di desa tapong 
adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun masyarakat, karena 
apabila ada suatu kebijakan bantuan pembangunan seperti jalanan yang masih jauh 
dari kata cukup karena masalah pengetahuan masyarakat tentang jalanan beton 
                                                 
6Kementrian Agama RI,  Al-qu’an dan Terjemahnya (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012), h. 90.  
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kurang, sehingga menyebabkan jalanan beton yang dibangun di desa tersebut belum 
cukup 1-2 tahun sudah mengalami kerusakan yang parah, kemudian menyebabkan 
masyarakat kesusahan untuk keluar masuk desa tersebut.  
 Apabila ada bantuan kebijakan yang masuk masyarakat hanya mengerjakan 
seadanya tanpa adanya suatu pengetahuan yang memadai untuk membangun suatu 
bantuan pembangunan. Karena apabila hanya berfokus pada satu pembangunan saja 
yang tak kunjung selesai dan tidak bertahan lama maka potensi untuk lebih maju 
kurang, sebab tidak banyaknya pembangunan yang berkembang. 
Sebab dalam hal pembangunan masih sangat kurang  karena dilihat sekarang 
ini pembangunan di desa tapong masih dalam kendala, karena kurangnya pemahaman 
masyarakat akan hal pembangunan yang dimana hanya menerima berbagai bantuan 
pembangunan tanpa melihat apa yang sebenarnya cocok pada wilayah tersebut. Oleh 
karena itu saya tertarik mengambil judul mengenai “Implementasi Kebijakan 
Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Di Desa Tapong Kecematan 
Tellu Limpoe Kabupaten Bone (Perspektif Siyāsah Syar’iyyah)” Tersebut.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Supaya pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan tidak menyimpan 
maka akan di paparkan batasan-batasan yang menjadi deskripsi fokus dan fokus 
penelitian ini.  
1. Fokus Penelitian 
Dalam pennelitian ini maka di fokuskan pada kantor des tapong kecamatan Tellu 
Limpoe Kabupaten Bone, terkait dengan bantuan kebijakan pembangunan dalam 
otonomi daerah. Serta persfektif hukum tata Negara Islam (Siyāsah syar’iyyah).  
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2. Deskripsi Fokus  
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini maka penulis akan mendeskripsikan variable yang dianggap penting.  
a) Implementasi  
Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau perencanaan yang dimana suatu 
bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang secara 
matang. Secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang 
telah disusun secara cermat dan rinci (matang) 
b) Kebijakan  
Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah 
sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan 
publik.7 Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan, dimana hukm 
sifatnya memaksa atau melarang sesuatu, sedangkan kebijakan hanya menjadi 
pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.  
c) Bantuan Pembangunan  
Bantuan pembangunan adalah bantuan keuangan yang di berikan oleh 
pemerintah dan lembaga lainnya untuk membantu pembangunan ekonomi, 
lingkungan, sosial dan Politik. Bantuan pembangunan berbeda dengan 
bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan berfokus pada pengentasan 
kemiskinan dalam jangka panjang.  
d) Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
                                                 
7Neneng Yani Yuningsih dan Dian Fitriani Afifah, “Analisis Kebijaakan Pemerintah Tentang 
Pencegahan  dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan  dan Anak di 
Kabupaten Cianjur” (Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Padjadjaran, 2016), h.335.  
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sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.8 Pelaksanaan otonomi daerah selain 
berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan 
globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah 
kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawa.  
 
No Fokus  Deskripsi  
1 Implementasi Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau 
perencanaan yang dimana suatu bentuk aksi nyata 
dalam menjalankan rencana yang telah dirancang 
secara matang.  
 
2 Kebijakan Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang 
diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikaap 
pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan 
publik.  
3 Bantuan Pembangunan Bantuan pembangunan adalah bantuan keuangan 
yang di berikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya 
untuk membantu pembangunan ekonomi, lingkungan, 
sosial dan Politik.  
4 Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
                                                 
8Haw. Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU no. 
32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2005), h.19.  
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sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan pokok masalah sebagai 
berikut :  
Bagaimana implementasi kebijakan bantuan pembangunan di Desa Tapong 
Kecematan Tellu limpoe Kabupaten Bone ?  Berdasarkan pokok masalah maka 
dirumuskan sub – sub masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana Efektifitas Implemetasi (penerapan) Kebijakan Bantuan 
Pembangunan dalam Otonomi di desa tapong kecematan Tellu Limpoe 
Kabupaten Bone ? 
2. Apa yang menjadi  kendala dalam Implementasi Kebijakan Bantuan 
Pembangunan Dalam Otonomi Daerah di Desa Tapong ?  
3. Bagaimana perspektif Siyāsah Syar’iyyah tentang Implementasi Kebijakan 
Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah di Desa Tapong ? 
D.  Kajian Pustaka  
Dalam kajian pustaka, peneliti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam peneliti ini adalah sebagai berikut : 
1. Risma Handayani S.IP., M.Si, dalam bukunya pembangunan masyarakat 
menjelaskan tentang konsep manusia dalam pembangunan, pandangan Islam 
mengenai pembangunan, serta memahami konsep dasar pembangunan 
masyarakat, konsep pembangunan serta beberapa pendekatan dalam 
pembangunan. Dalam buku ini isinya selalu membandingkan masyarakat desa 
dan kota yang pada dasarnya memang sudah berbeda dan beberapa 
pendekatan untuk mensejahterakan rakyat memang kedengarannya cukup 
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bagus tapi apa gunanya apabila tidak ada yang namanya pergerakan.9 
sedangkan dalam skripsi ini  membahas bagaimana pengimplementasian suatu 
pembangunan itu sesuai apa yang di inginkan. 
2. Edi Suharto, dalam bukunya membangun masyarakat memberdayakan rakyat, 
menjelaskan tentang kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan 
pekerjaan sosial, dalam penanganan masalah sosial harus mampu merespon 
masalah dan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang senantiasa berubah, 
menimgkatkan keadilan dan hak asasi manusia, serta mengubah struktur 
masyarkat yang menghambat pencapaian usaha dan tujuan kesejahteraan 
sosial. Namun dalam buku ini penulis beragumen bahwa gerakan membangun 
dan memberdayakan masyarakat tidak akan optimal jika dilakukan secara 
persial. Tapi pengembangan masyarakat memerlukan pendekatan holistic 
yang mempertimbangkan isu-isu local dan global, tetapi menurut saya 
membangun masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya 
kesadaran dari diri sendiri untuk mengadakan adanya pergerakan. (Edi 
Suharti, membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis 
pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, bandung : PT Refika 
Aditama, 2014, hal 85. 
3. Drs. I Nyoman beratha dalam bukunya pembangunan desa berwawasan 
lingkungan menjelaskan tentang segala aspek mengenai lingkungan baik 
lingkungan hidup dan permsalahannya, sampai dengan pembangunan – 
pembangunan desa serta kendalanya melalui perencanaan pembangunan yang 
                                                 
9Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat, h.1.   
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baik dan terarah. Pembangunan desa yang serasi, berarti pengelolaan 
komponen dan sub komponene tersebut (sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan kemampuan manajemen) secara tertib dan terarah, melallui 
suatu proses perencanaan pembangunan yang matang dan layak.10 Namun 
dalam skripsi membahas permasalahan dalam pengimplementasian bantuan 
kebijakan dalam otonomi daerah.  
4. Rossy Lambelanova, dalam jurnal penelitian Implementasi kebijakan daerah 
di Bidang pendidikan,Kesehatan,dan perekonomian di Kabupaten Bandung 
Barat, menjelaskan bagaimana pegimplementasian kebijakan daerah yang 
sudah berjalan dengan semestinya dan keberhasilan dibidang 
kesehata,ekonomi dsb yang mengalami penigkatan dengan berbagai faktor 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan daerah tersbut khususnya di 
kabupaten bandung barat yang dapat dilalui walaupun tidak terlalu berjalan 
mulus seperti yang di pikirkan. Namun dalam skripsi ini membahas 
bagaimana pengimplementasian bantuan kebijakan dalam otonomi daerah di 
desa tapong kecematan tellu limpoe kabupaten bone, dan justru baru akan 
dilaksanakan, dan masih dalam tahap pelaksanaan/penerapan.  
5. Suharto P. Hadi, dalam bukunya Dimensi lingkungan Perencanaan 
Pembangunan, menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam 
pembangunan dan lingkungan, adakalanya problema perusakan lingkungan itu 
adalah akibat langsung dari akumulasi kekayaan, tetapi adakalanya pula ia 
merupakan akibat dari kurang berkembangnya ekonomi, atau kegagalan untuk 
                                                 
10I Nyoman Beratha, Pembangunan Desa Berwawasan Lingkunga ( Jakarta : Bumi Aksara, 
1991), h.134. 
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menyelenggarakan reform yang memungkinkan hubungan yang lebih baik 
antara manusia dan lingkungannya.11 Dimana dalam buku ini adalah berbicara 
mengenai hambatan yang sesungguhnya konsep dan strategi pembangunan 
berkelanjutan dimana mulai dari kesadaran terhadap lingkungan hidup yang 
rendah ke pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun dalam skripsi ini 
membahas bagaimana pengimplementasia suatu bantuan kebijakan 
pembangunan di desa tapong kecematan tellu limpoe kabupaten bone.  
6. Prof Dr. Ir. H.Tb. Bachtiar Rifai, dalam bukunya perspektif dari 
pembangunan ilmu dan Teknologi, menjelaskan bahwa siapakah yang 
berwenang dan bertanggungjawab atas pembangunan ilmu dan teknologi 
dengan berwajah manusiawi12. Lebih menekankan pada pembangunan ilmu 
teknologi untuk ketahanan nasional dengan adanya perspektif manusia yang 
berbeda-beda terhadap pembangunan ilmu teknologi dimana ada yang 
berpendapat bahwa ilmu sebagai pengawal kemajuan sedangkan yang 
menuduh berpendapat bahwa teknologi sebagai sumber bencana bagi 
manusia. Namun dalam skripsi ini berbeda karena berbicara mengenai 
pengimplementasian bantuan kebijakan pembangunan dalam otonomi daerah 
yang dimana berpusat di desa tapong.  
7. Prof Dr. H. Usman Jafar, M.Ag. dalam bukunya Fiqih Siyāsah (Telaah atas 
Ajaran, Sejarah dan pemikiran Ketatanegaraan Islam), menjelaskan tata 
                                                 
11Sudharto p. Hadi,  Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan (Cet. III : Yogyakarta 
: Gadjah Mada University Pres, 2012), h.19.  
12Bactiar Rifai, Perspektif  dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi. (Jakarta : PT Gramedia, 
anggota IKAPI, 1986), h.11. 
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Negara Islam yang terjadi pada masa Rasulullah dan seterusnya. Bagaimana 
mengatur masyarakat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari 
kerusakan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak 
menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Namun dalam skripsi ini sedikit 
berbeda karena berbicara mengenai mengimplementasian kebijakan bantuan 
pembangunan dalam otonomi daerah perspektif Siyāsah Syar’iyyah, di mana 
suatu pemerintah mengolah daerahnya dalam hal pembangunan, serta melihat 
dari sisi Siyāsah syar’iyyah. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui Efektifitas Implemetasian kebijakan Bantuan 
pembangunan di desa Tapong Kecematan Tellu Limpoe Kabupaten 
Bone. 
b. Untuk mengetahui Faktor -Faktor yang menjadi Kendala dalam 
Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi 
Daerah  di Desa Tapong.  
c. Untuk mengetahui perspektif Siyāsah Syar’iyyah tentang Implementasi 
Kebijakan Bantuan pembangunan dalam Otonomi Daerah di Desa 
Tapong. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoreis  
1) Dari hasil penelitian ini dapat memberikan mamfaat dalam 
perkembangan Ilmu Pengetahuan terkhusus di Bidang Kebijakan, 
Otonomi Daerah dan Pembangunan.  
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2) Dapat menjadi referensi terhadap pemerintah, masyarakat, dalam 
permasalahan dalam suatu lingkungan masyarakat terutama dalam 
bidang pembangunan Desa. 
3) Dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat luas 
yang memliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat 
dalam suatu daerah tertentu. 
b. Kegunaan praktis 
1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman di 
bidang ilmu Tata Negara mengenai Kebijakan Bantuan 
Pembangunan dalam otonomi daerah. Memahami lingkungan 
masyarakat dan berpikiran untuk mensejahterahkan.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to Implement yang berarti 
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan 
sarana untuk melakukan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 
dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 
melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau akibat hal itu dapat berupa 
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang 
dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.1 
Menurut Van Meter dan Van Horn dikuti oleh Wahab (1990-51) implementasi 
adalah, “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta tercapainya tujuan-tujuan yang 
telah di gariskan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan”.  Sedangkan Mazmania 
dan Sabatier di kutip oleh putra (2003:84) menyatakan bahwa :  
“Mengkaji masalah implementasi berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi 
sesudah program di berlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau 
kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses mengesahkan kebijakan, baik yang 
menyangkut usaha-usaha yang mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan 
dampak nyata pada masyarakat atau kebijakan-kebijakan tertentu.2 
                                                 
1Jefan L. Sape, “Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa 
Moyang Tapoan Kecemaatan Kotamobagu Timur, h. 2-3.  
2Ita Puspita Sari, “Implementasi Pembangunan Partisipatif  (Studi Kasus Dikelurahan 
Andowia Kecematan Andowia Kabupaten Kanowe Utara)”  (Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Unversitas Haluleo Kendari), 2016, h. 8.  
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 Berdasarkan pandangan diatas maka dirumuskan bahwa proses 
pengimplementasia kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut badan 
administrasi saja yang melaksanakan tanggung jawab untuk melaksanakan program 
dan menimbulkan ketaatan dari kelompok sarana. Melainkan menyangkut jaringan-
jaringan politik, ekonomi, sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung 
mempengaruhi perilaku-perilaku pihak yang terlibat yang pada akhirnya dapat 
memberikan pengaruh kebijakan baik kebijakan yang negative maupun kebijakan 
positif.   
 Setelah kebijakan-kebijakan publik selesai dirumuskan dan dibuat baik itu   
program maupun kegiatan lainnya maka tahapan selanjutnya adalah tindakan 
pelaksanaan atau pengimplementasian. Sebab suatu kebijakan public tanpa di 
implemetasikan hanya menjadi sebatas kumpulan atauran-aturan pemerintah yang 
sama sekali tidak memiliki arti.  
B. Pengertian Pembangunan dan Bantuan Pembangunan Desa  
Berbicara pembangunan, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 
pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan 
tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. 
Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara 
jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Namun 
secara etimologi pembangunan berasal dari kata “bangun”, diberika awalan “pem”, 
dan diakhir diberika kata “an”, guna menujukkan perihal membangun.3 
Dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu perubahan menuju arah 
                                                 
3Jefan L. Sape, “Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa 
Moyang Tapoan Kecemaatan Kotamobagu Timur, h. 5 
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yang lebih baik dengan suatu rangakaian usaha yang di lakukan secara tersusun 
sesuai dengan potensi yang dimiliki manusia untuk mensejahterahkan masyarakat 
demi tercapainya suatu kepentingan bersama. Dalam Pembangunan desa dilakukan 
usaha yang intensif untuk dengan tujuan kecenderungan memberikan perhatian yang 
fokus terhadap suatu kelompok masyarakat (daerah) dengan melalui penyampaian 
pelayanan.  
Bantuan pembangunan masyarakat desa di gunakan untuk pembangunan 
proyek-proyek yang sangat prioritas di desa, dalam rangka menggerakkan swadaya 
gotong royong masyarakat dengan mengikutsertakan semua lembaga yang ada didesa 
agar berfungsi, sehingga terjadi keserasian laju pembangunan antar desa. Mengingat 
pentingnya bantuan pembangunan masyarakat Desa maka Repelita V bantuan 
tersebut perlu ditingkatkan.  
Dalam upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna dana bantuan 
pembangunan Desa, dapat dikemukakan alternatif kebijaksanaan antara lain sebagai 
berikut :  
1. Dana bantuan Pembangunan Desa, di samping dipergunakan untuk 
pembangunan proyek-proyek yang di proritaskan oleh masyarakat desa, 
perlu diarahkan pemanfaatannya untuk peningkatan kemampuan lembaga 
masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial 
seperti lumbung desa, pengkreditan desa, sarana-sarana produksi serta 
peningkatan gotong royong.  
2. Dana Bantuan Pembangunan Desa tersebut lebih diarahkan untuk 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan, baik perorangan maupun 
kelompok masyarakat dalam rangka menigkatkan kesejahteraan. Sebagai 
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misal pemberian keterampilan di bidang tertentu yang dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan baru di pedesaan, baik di bidang transportasi, 
produksi pengolahan hasil pertanian maupun industry kecil, dan 
pemasarannya.4 
C. Pengertian Otonomi Daerah dan Tujuannya.  
1. Pengertian otonomi daerah  
Di terangkan dalam UU No 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 bahwa Definisi 
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi 
normative dalam UU No 32 tahun 2004 unsur otonomi daerah adalah : 
a. Hak,  
Di mana dalam penyelenngaraanya meliputi : 
1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 
2) Memilih pimpinan daerah 
3) Mengelolah aparatur daerah 
4) Memungut pajak dn retribusi 
5) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam  
dan  sumberdaya lainnya yang ada di daerah. 
6) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah 
7) Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang 
undangan.  
                                                 
4 I Nyoman Beratha, Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan (Jakarta : Bumi Aksara, 
1991), h. 57-58 
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b. Wewenang  
Dalam pasal 1 angka 6 UU no 32 tahun 2004 bahwa: 
1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah di sertai dengan 
sumber pendanaan, pengalihan saranan dan prasarana, serta kepegawaian 
sesuai dengan urusan yang di desentralisasikan. 
2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan 
pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.  
c. Kewajiban daerah otonom  
Di mana pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem NKRI. Pasal 1 angka 7 UU no 32 Tahun 2004.  
Berskala provinsi dan kabupaten diatur dalam pasal 13 
1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi 
merupakan urusan dalam skala provinsi meliputi:  
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,  
b. Perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang dst.  
2) Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan 
pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk menigkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 
daerah yang bersangkutan.5 
Perkataan mengenai otonomi berasal dari bahasa yunani, outonomous, yang 
berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut Emcyclopedia of social 
                                                 
5Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Otonomi Daerah, Pasal 5,7 
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science, dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok 
yaitu: kewenangan untuk membuat hukuman sendiri (own laws) dan kebebasan untuk 
mengatur pemerintahan sendiri (self government). Berdasarkan pengertian tersebut, 
maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus 
rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.6 
D. Penerapan, Tujuan dan Prinsip  
Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 ini tetap 
dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas, 
dimaksudkan bahwa kepalah daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, 
untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh suatu daerah 
memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasan 
untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka 
mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah 
itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan 
potensi dan karakteristik masing-masing daerah.  
Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk 
menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-
masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak 
selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab 
adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 
tujuan pemberiaan otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, 
                                                 
6Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi  (Edisi. 1, Cet.3, Jakarta : 
Rajawali Pers, 2016), h. 106.   
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termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.7  
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan ditentukan oleh banyak hal. 
Riswadha Imawan menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah 
ditentukan oleh :  
1) Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (degree dependency) 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan 
tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembangunan 
hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah 
daerah.  
2) Kemampuan daerah untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi mereka 
(growth from inside) dan factor-luar yang secara langsung mempengaruhi 
laju pertumbuhan pembangunan daerah (growth from outside).  
Perubahan orientasi pembangunan dari top down ke bottom up 
mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu pertumbuhan 
dari dalam (growth from inside). Dengan demikian pemerintah lebih leluasa 
merencanakan dan menentukan prioritas hendak dilaksanakan.8 
Salah satu kharakteristik penting dari konsep perencanaan wilayah adalah 
mempertimbangkan sebanyak mungkin variasi kondisi sosial ekonomi daerah ke 
dalam perencanaan. Hal ini sangat penting artinya karena variasi dalam kondisi sosial 
ekonomi antar daerah adalah cukup besar, sebagaimana halnya juga di Indonesia. 
Untuk dapat merumuskan strategi, kebijksanaan, dan perencanaan pembangunan 
                                                 
7Rozali Abdullah, pelaksanaan  Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara 
langsung  (Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2010) , h. 5. 
8Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdaya 
Masyarakat Desa (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h. 
5.  
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wilayah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat, maka penerapan konsep 
wilayah pembangunan (Development Region atau planning Region) merupakan alat 
perencanaan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya untuk setiap wilayah pembangunan 
ditetapkan pula satu atau lebih pusat pertumbuhan (growth poles) yang akan 
berfungsi sebagai  “penggerak” pembangunan wilayah yang bersangkutan.9  
Melalui penetapan wilayah pembangunan dan pusat pertumbuhan tersebut 
akan dapat pula ditetapkan strategi, kebijaksanaan, dan perencanaan yang lebih 
terarah sesuai kondisi sosial ekonomi daerah setempat. Berbicara soal perencanaan 
dan penganggaran, literatur perencanaan pembangunan umumnya berpendapat bahwa 
rencana pembangunan akan terjamin pelaksanaanya dalam praktik bilamana terdapat 
dukungan anggaran yang jelas dan cukup nilainya.  
Dengan kata lain, untuk terlaksananya sebuah rencana perlu di wujudkan 
keterpaduan dalam sistem planning, programming, and budgenting system (PPBS). 
Bila antara perencanaan, penetapan program pembangunan dan penyusunan anggaran 
pembangunan tidak terdapat konsistensi dan keterpaduan maka, apa yang 
direncanakan akan tidak sama dengan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Hal ini 
tentunya sangat tidak di inginkan karena kegiatan pembangunan akan menjadi tidak 
terarah dan tidak efisien dan hal ini jelas tidak sesuai dengan keinginan masyarakat 
secara umum. Kenyataan dalam praktik selama ini menunjukkan bahwa penyusunan 
anggaran masih kurang terpadu dan konsisten dengan dokumen perencanaan 
pembangunan yang ada. Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang sudah 
disusun tidak sepenuhnya berdasarkan rencana pembangunan yang ada tetapi lebih 
banyak berasal dari keputusan yang diambil dalam Rakorbang. Sedangkan keputusan 
                                                 
9 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi, h. 111.  
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Rakorbang itu sendiri lebih banyak didasarkan pada usulan dinas dan instansi yang 
sering kali kurang memperhatikan document perencanaan yang ada. 10 
E. Siyāsah Syar’iyyah  
Kata Siyāsah secara etimologis, berasal dari kata sasa-yasusu-Siyāsah   yang 
berarti mengurus, mengatur, dan memerintah. Berarti juga berarti pemerintahan dan 
politik atau membuat kebijaksanaan serta pengambilan keputusan. 11 
Sedangkan secara terminologi banyak definisi Siyāsah  yang dikemukakan 
oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn’Aqil, “Siyāsah  berarti sutau 
tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 
jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga 
tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya”.12 
Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa Siyāsah adalah suatu 
pemerintahan mengurus, mengatur, dan memerintah yang di mana mengantar 
masyarakat dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kemudharatan atau kerusakan.  
Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa pengertian Siyāsah Syar’iyyah 
adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki 
kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak 
ada dalil tertentu (yang mengaturnya). Dapat dipahami bahwa subyek penyusunan 
Siyāsah  syar’iyyah adalah pemerintah, bukan ulama swasta yang tidak duduk dalam 
lembaga legislatif. Produknya adalah berbagai peraturan yang tidak bertentangan 
                                                 
10Sjafrizal,  Perencanaan Pembangunan Daerah dalam  Era Otonomi, h.123.  
11Usman jafar, Fiqh Siyāsah  Telaah atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam (Cet. 1. Makassar : Alauddin University Press 2013) h. 45. 
12Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqih Siyāsah  Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 
(Erlangga : PT Gelora Aksara Pratama 2008), h. 9.  
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dengan agama. Karena berbentuk peraturan perundang-undangan, maka Siyāsah  
syar’iyyah itu bersifat mengikat dan memaksa.13  
Maka di simpulkan bahwa Siyāsah  Syar’iyyah adalah seperangkat peraturan 
yang bersifat mengikat dan memaksa, dan tidak bertentangan dengan syariat agama 
Islam. Dimana tujuan fiqh Siyāsah Syar’iyyah bahwa untuk memperbagus 
permasalahan rakyat dengan mengatur mereka dengan cara memerintah untuk mereka 
dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah. Telah dijelaskan dalam QS An-
Nisaa / 3: 59 :  
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§9 $# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λäôãt“≈ uΖs? ’ Îû 
& óx« çνρ–Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§9 $# uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ ÷σ è? «!$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ Ì Åz Fψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ ×öyz ß |¡ ômr& uρ 
¸ξƒ Íρù' s? ∩∈∪     
Terjemahnya : 
Wahai orang-orang yang ber-iman! Taatilah Allah dan taatlah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah 
kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.14 
 Maka hikmah dari diwajibkannya taat kepada hal yang disukai dan dibenci 
karena Negara tidak mungkin mengkomodasikan semua keinginan warganya. Pasti 
ada hal-hal yang tidak disukai, tetapi untuk kepentingan bersama, hal tersebut harus 
dilaksanakan. Aturan Negara tidak bisa mengikuti keinginan seseorang. Hal inilah 
                                                 
13Mujar Ibnu Syarif, Khamami zada, Fiqih Siyāsah  Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,  h. 
20-21. 
14Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta : PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012),  h. 114.   
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yang kemudian menimbulkan permusuhan dan  kekacauan. Dalam hal ini pemerintah 
harus menetapkan suatu peraturan yang dapat diterimah oleh kalangan masyarakat.  
1. Sejarah Praktek Pemerintahan Islam .  
a. Masa Nabi Muhammad saw di Madinah 
Langkah-langkah strategis yang dilakukan nabi pertama, ketika berada di 
Madinah adalah mendirikan Masjid Quba. Mesjid dilihat dari segi agama berfungsi 
sebagai tempat beribadah kepada Allah, dan dilihat dari fungsi sosialnya, mesjid 
sebagai tempat mempererat ikatan dan memperkuat ikhuwah serta antar sesama umat 
Islam. Dari mesjid itu pulalah berawal konsep serta strategi pengembangan dakwah, 
dan tempat menemukan kepribadian umat Islam menuju pembangunan kehidupan 
masyarakat muslim yang beriman bahkan ia juga berfungsi sebagai tempat menempa 
fisik dan pusat pemerintahan lainnya.  
Kedua, menjalin ikatan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-
orang Anshar. Antara Muhajirin dan Anshar, tersimpan adanya strategi yang jitu, 
yaitu sebagai langkah antisipasi dari propaganda orang-orang yahudi yang berniat 
ingin memporak-porandakan umat Islam Madinah Khususnya antara kaum Muhajirin 
dan kaum Anshar yang secara sosial dan kesukuan memang banyak memiliki 
perbedaan. Berangkat dari kenyataan di atas maka masyarakat Madinah dari zaman 
pra Negara menjadi zaman bernegara secara leksikal “sekelompok orang yang 
menetap di suatu daerah tertentu yang diorganisir di bawah suatu pemerintahan yang 
berdaulat dan bebas dari pengawasan luar dan memiliki kekuasaan memaksa untuk 
mempertahankan ketentraman dalam masyarakat.15 
                                                 
15Usman jafar,  Fiqih Siyāsah  Telaah atas Ajaran- Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam, h. 107-108 
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b. Semasa Transisi (Al-Khulafā al-Rāsyidīn) 
Sejarah empat Masa Transisi (Al-Khulafā al-Rāsyidīn) tidak juga terdapat 
petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang 
kepala Negara. Mereka berempat semuanya mengakhiri masa tugasnya karena wafat. 
Abu bakar meninggal setelah hampir dua setengah tahun memerintah, sedangkan 
Umar Utsman dan Ali berakhir kekhalifahannya karena mati terbunuh setelah 
masing-masing memerintah selama sepuluh setengah tahun, dua belas tahun, dan 
sedikit kurang dari lima tahun.  
Berbicara tentang kenyataan dari empat khalifah pertama hanya Abu Bakar 
yang wafat secara alami, Teringat akan Maulāna Abū al-A’lā al-Maudūdī. Seiring 
dengan keyakinannya bahwa. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, 
termasuk dengan sistem tata negara, dan sistem tata Negara Islami yang harus 
diteladani oleh umat Islam adalah sistem yang berlaku pada zaman Transisi (Al-
Khulafā al-Rāsyidīn), Maudūdī melukiskan kehidupan masyarakat dan kenegaraan 
pada masa itu kompak, teratur dan serasi, serta diliputi oleh suasana kerukunan dan 
kekeluargaan, baik didalam tubuh pemerintahan maupun di antara komponen-
komponen masyarakat. Tetapi sayang bahwa lukisan yang indah itu tidak didukung 
oleh realitas sejarah.16 
c. Masa Dinasti Bani Umaiyyah dan Abbasiyah 
Ciri-ciri khusus pemerintahan Dinasti Umaiyyah yang membedakan dengan 
pemerintahan Khulafā al-Rāsyidīn dan pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu: 
pertama, unsur perekat bangsa lebih menekankan pada kesatuan politik dan ekonomi; 
                                                 
16 Munawir  Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran- Sejarah dan Pemikiran (Edisi 5 Jakarta 
: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), h. 31-32.  
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kedua, khalifah adalah suatu jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala 
pemerintahan eksekutif; ketiga, kedudukan khalifah masih mengikuti tradisi-tradisi 
kedudukan syaikh (kepala suku) Arab, dan oleh karena itu siapa saja boleh bertemu 
langsung dengan khalifah untuk mengadukan segala haknya; keempat, dinasti ini 
lebih banyak mengarahkan kebijaksanaan pada perluasan wilayah kekuasaan politik 
Islam atau perluasan wilayah kekuasaan politik Islam atau wilayah kekuasaan 
Negara; kelima, dinasti ini bersifat eksekutif; keenam; qhadi mempunyai kebebasan 
dalam memutuskan perkara; ketujuh, dinasti ini tidak meninggalkan unsur agama 
dalam pemerintahan; kedelapan; dinasti ini kurang melaksanakan musyawarah. Oleh 
karena itu kekuasaan khalifah mulai absolut walaupun belum begitu menonjol.17  
Dengan demikian tampilan pemerintahan Dinasti Umaiyyah yang mengambil 
bentuk Monarki, merupakan babak kedua praktek pemerintahan umat Islam dalam 
sejarah. 
d. Masa Turki memasuki Abad Modern  
Pemerintahan di dunia Islam yang terjadi pada abad XX di Kerajaan Turki 
Usmani. Sejarah pemerintahan Usman kekompakan umat Islam itu lambat laun mulai 
retak dan keserasian hubungan antara khalifah dan para sahabat senior serta rakyat 
mulai terganggu, hal itu terutama disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah, yang 
mungkin sekali karena usia yang lanjut, dan oleh nepotisme. Dia mulai mengisi 
jabatan-jabatan penting dengan anggota-anggota keluarga tanpa memperhatikan 
kecakapan mereka. Kekacauan memuncak dengan timbulnya pemberontakan 
terhadap pemerintah pusat yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman, atau yang 
                                                 
17Usman jafar,  Fiqih Siyāsah  Telaah atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam, h.133. 
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dalam sejarah Islam dikenal dengan Al-Fitnah al-Kubra (Fitnah Besar). 18 
2. Prinsip pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam  
a. Prinsip Musyawarah 
b. Prinsip persamaan  
c. Prinsip keadilan 
d. Prinsip ketaatan kepada pemimpin 
e. Hak-hak Sosial Non-Muslim dalam Islam. 
3. Masa Dinasti Bani Umayyah berdasarkan Otonomi Daerah dan 
kaitannya dengan masa sekarang.  
a) Pelaksanaannya 
Pada masa orde baru Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah 
Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu 
yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
Sedangkan pada masa setelah Orde Baru upaya serius untuk melakukan 
desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang 
melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian 
ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah 
jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan 
integritas nasional.  
                                                 
18Munawir  Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h.32.  
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Dimana pasti akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak 
positifnya yaitu dimana kita bisa melihat bahwa dengan otonomi daerah maka 
pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan 
menampilkan identitas lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Negatifnya dimana 
adanya kesempatan bagi oknum-oknum dari pemerintah daerah untuk melakukan 
tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan 
nepostisme.  
Sentralistik Daulah Bani Umayyah menerapkan konfederasi provinsi. Dalam 
menangani provinsi yang ada, Muawiyah menggabung beberapa wilayah menjadi 
satu provinsi. Setiap gubernur memilih Amir. Amir bertanggung jawab langsung 
kepada khalifah. 
b) Persamaan.  
Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong lahirnya banyak perubahan di 
Indonesia. Namun hal itu tidak berarti bahwa mereka yang berperan siap dengan 
kondisi yang akan mereka hadapi. Diserahkannya kewenangan untuk mengelola 
potensi daerah kepada pemerintah daerah tidak berarti bahwa daerah bisa secara pasif 
berupaya meningkatkan pendapatan daerah yang disisi lain justru berpotensi 
mengurangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyaraka 
Pada masa ini dapat dlihat, persamaan dalam bidang pembangunan dimana 
setiap wilayah mulai membangun mesjid, jalan dan sebagainya.  
Dinasti Bani ummayyah pada masanya memberikan babak baru dalam 
kemajuan peradaban Islam, hal itu dibuktikan dengan sumbangan-sumbangan dalam 
perluasan wilayah kemajuan pendidikan kebudayaan dan sebagainya. Sistem 
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peraturan pada masa ini terjadi penaklukan kekyuasaan yang meluas pada sistem 
politik dan perluasan wilayah,  
Perbaikan pembangunan sarana pelayanan umum, perbaikan lahan pertanian, 
penggalian sumur baru, pembangunan jalan penyediaan tempat penginapan bagi 
musafur, memperbanyak mesjid. Dimana peradaban Islam yang baru ketentraman, 
kemakmuran dan ketertiban.  
f. Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam 
Masalah pembangunan dunia yang di timbulkan oleh suasana kehidupan 
modern dalam masyarakat manusia termasuk didalamnya masyarakat Islam ialah: 19 
Pertama, masalah Skularisme yakni suatu istilah yang berasal dari kata Skular 
(dunia) berarti suatu sistem, prinsip-prinsip dan penerapan-penerapan yang menolak 
segala bentuk keimanan dan ibadah kegamaan; keyakinan bahwa agama dan soal-soal 
ketuhanan itu tidak semestinya campur tangan dalam urusan Negara, khususnya 
dalam pengajaran umum. Berpindah kepada Skularisme berarti berpindah dari 
kekuasaan agama kepada kerajaan dunia, dan hal itu berarti membebaskan diri dari 
gereja atau pendeta; berpindah kepada kemajuan perkembangan dunia.  
Skular adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia yang 
fana ini dan tidak mengandung kesucian atau kekudusan, sebagai kebalikan dari 
urusan kegerejaan 
Kedua, masalah Demokrasi sesungguhnya kegelisahan-kegelisahan dan 
kegoncangan serta kekacaubalauan yang melanda generasi-generasi sesudah perang 
Dunia kedua dewasa ini merupakan gejala-gelala datangnya saat perubahan dan 
                                                 
19Muhammad  Al Bahiy, Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam  (Cet.1, 
Jakarta : Integritas Pres, 1985), h. 18-330.  
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kehancuran masyarakat materialisme yang diancam-kan oleh Allah SWT. Sekiranya 
di kalangan masyarakat sekarang ini ada pemimpin-pemimpin juru perbaikan yang 
berusaha membendung kerusakan baik dalam politik, sosial dan budi pekerti, 
niscayalah masyarakat tersebut tak perlu ditimpa oleh perasaan takut dan lapar dan 
akan meringkuh di bawah tekanan perbudakan dan penjajahan, dan tidaklah mereka 
akan merasa gelisah memikirkan nasib di masa depan, dan memperkuat diri dengan 
alat-alat pemusnah dan penghancur, dan tidak pula akan melepas kekang hawa nafsu 
dan kendali syahwat semau-maunya.  
Ketiga, Kekayaan Nasional berdasarkan pandangan Islam terhadap hharta, 
baik dalam pemilikan maupun pemanfaatanmya, ekonomi nasional dari masyarakat 
Islam menjauhkan eksploitasi dan pemerasan kaum kapitalis sebagai yang terdapat 
dalam demokrasi Barat, sebagaimana menjauhi pula sikap apatis dan fatalis serta 
sikap bertanggung jawab dalam pemilikan bersama atau pemilikan Negara sebagai 
yang terdapat pada sistem bolsyewisme.  
Keempat, masalah kerja di pabrik-pabrik Islam menghadapi masalah kerja 
tetapi masih ada jalan lain untuk mengatasi masalah kerja itu yang berbeda dengan 
cara pemogokan atau cara mengharuskan di pungutnya dana-dana sosial, yaitu 
dengan mengamalkan prinsip solidaritas guna menutupi kelemahan yang terdapat 
dalam masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat kecil atau masyarakat besar, 
masyarakat pabrik, Masyarakat desa, masyarakat negeri, masyarakat wilayah atau 
Negara, bukan masyarakat seluruh kemanusiaan, dan yang mewujudkan keadilan 
sosial secara umum bagi seluruh masyarakat.  
Kelima, Masalah pertambahan penduduk sebagaimana masyarakat Islam 
terutama masyarakat yang telah mengubah perekonomiannya menjadi ekonomi 
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bolsyewisme mengarahkan perhatian dan kegiatannya kepada mengatur keluarga, 
sebagai suatu cara untuk membatasi pertambahan penduduk, dan sekurang-kurangnya 
untuk menghindarkan merosotnya taraf kehidupan rakyat, jika tak mampu untuk 
meningkatkannya.  
Terakhir masalah Islam dalam percobaan kehidupan teknologi di masa kini, 
semenjak abad yang silam, usaha memencilkan Islam dari bidang kehidupan umum 
yang bermacam-macam, baik politik maupun sosial, perekonimian, perindustrian dan 
produksi pada umumnya, senantiasa berlangsung tanpa henti-hentinya, dengan alasan 
bahwa Islam itu peranannya telah berakhir. Maka berakhirlah kehidupan badui atau 
primitif yang menguasai semenanjung Arabia selama ini, dan berkuasanya perdaban 
barat dalam bidang ilmiah dan teknologi atas kehidupan manusia dewasa ini, serta 
kecenderungan untuk mewujudkan sekularisme pada masyarakat Islam.   
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BAB IV 
ANALISIS YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
BANTUAN PEMBANGUNAN DALAM OTONOMI DAERAH  DI DESA 
TAPONG KEC. TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE. 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Desa Tapong merupakan salah satu Desa dari sebelas (11) desa yang ada di 
kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Desa Tapong terdiri atas  
Tiga (3) dusun yakni Dusun Lerang, Dusun Rea, dan Dusun Laniti. Desa Tapong 
adalah desa pertanian dan perkebunan dan diselimuti pegunungan curam dan sungai 
yang membelah sebagian besar daerah dusun dan mamisahkan desa dengan akses 
menuju kecematan. 
Keadaan Geografis Desa berada pada batas wilayah sebelah Timur desa Batu 
Putih, Sebelah Utara Desa Sadar, Sebelah Barat Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru. Sebelah selatan Kabupaten Barru. Dengan luas Wilayah Desa Tapong 
sekitar 43 Km2, sebagian besar lahan di Desa tapong digunakan sebagai lahan 
pertanian, perkebunan dan peternakan selebihnya tempat tinggal. 
Secara umum keadaan tipologi Desa Tapong adalah daerah dataran Tinggi 
dengan Ketinggian 500 Dpls/d 1600 Dpl. Wilayah Dusun satu Lerang, sebagian 
Dusun Dua Rea dan Dusun tiga Laniti berada di daerah dataran Tinggi. Wilayah 
Administrasi Pemerintah Desa Tapong terdiri atas Tiga (3) dusun yakni Dusun 
Lerang, Dusun Rea dan Laniti dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 
(delapan) 12 buah.  
Sedikit gambaran mengenai Desa Tapong yaitu Desa yang terpencil tidak 
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banyak orang yang mengetahui bahwa ternyata wilayah Bone perbatasan dengan 
Kabupaten Barru. Akses jalan dari kabupaten Barru ke Desa Tapong itu sangat sulit 
dengan jalan yang belok-belok dan kondisi jalanan yang masih tidak bagus berbatu-
batu di keliling dengan hutan-hutan rimba. Tidak banyak orang yang bisa melewati 
jalan tersebut karena pada malam hari sangat menyeramkan. Yang masih kental 
dengan suasana pegunungan dengan cuaca yang dingin. 
1. Visi dan Misi 
Berbicara visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang 
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Maka visi Desa tapong yaitu 
“Terwujudnnya Masyarakat Desa Tapong Ke Era yang lebih baik”. Selain 
penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang 
harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini 
dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan dan dikerjakan. Di mana misi-
misi ialah sebagai berikut : 
a. Menciptakan, Meningkatkan kualitas sarana dan produksi pertanian dan 
peternakan.  
b. Mewujudkan masyarakat Desa Tapong sadar Hukum. 
c. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana public yang memadai. 
d. Mengembangkan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas 
hak dan kewajibannyasebagai warga Negara.  
e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan. 
f. Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. 
g. Mewujudkan kesadaran masyarakat Desa Tapong sadar wisata. 
h. Meningkatkan kegiatan pembinaan pendidikan, keagamaan, sosial budaya 
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dan olahraga. 
i. Mewujudkan kesadaran masyarakat Desa Tapong tentang Adat Istiadat 
dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.  
2. Sejarah Pembangunan Desa 
Mula-mulanya desa ini ada tiga perkampungan sama enre, itrean dan bontang, 
yang kemudian dibentuk lagi yang namanya kepala lompo yang dikepalai oleh 
P.Toro. Selanjutnya ketiga kampung tersebut diatas diganti lagi namanya yaitu, 
Lerang Rea dan Laniti maka dibentuk sebuah desa tapi belum mempunyai nama yang 
dimana dipimpin oleh Puang sale. Kemudian pada tahun 1965 disinilah terbentuk 
Desa tapong dibawa pimpinan Abdullah Daeng Matereng. Pada tahun 1999-1969 
Pemerintah Desa Tapong dipimpin oleh pacongkongi. Selanjutnya pada tahun 1969-
1992 didatangkan Pembina tahun 1969 yang bernama Tajuddin Dg.Mallongi selama 
dua tahun, selama dua tahun tersebut maka dibentuklah kepala Desa tapong tahun 
1971-1992. 
Pada tahun 1993-1994 di tahun ini dijabat oleh sekertaris Desa tapong yang 
bernama Surdi diadakan lagi pemilihan Desa Tapong 1994 maka yang terpilih pada 
tahun tersebut yaitu Andi Sultani. Kemudian di tahun 1995-2003 Desa Tapong sudah 
menjadi desa definitif yang dipimpin oleh Bapak A. Sultani. Kemudian di tahun 
2003-2008 pemerintah Desa Tapong yang dipimpin oleh Bapak Abd.Rahim. Dan di 
tahun 2008-2014 masih dipimpin oleh bapak Abd.Rahim. Pada tanggal 15-9-2014 
pemerintah Desa Tapong dipegang oleh Sekeretaris Desa Ibu Murhaya. Pada tahun 
2016 sampai sekarang Pemerintahan Desa Tapong di pimpin Oleh Bapak Ridwan 
40 
 
 
 
S.Pd.MM.1 
1. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 
Jumlah penduduk Desa Tapong terdiri atas 337 KK dengan total Jumlah jiwa 
1390 orang, perbandingan laki-laki 693 jiwa dan perempuan 697 jiwa. Dengan 
tingkat kesejahteraan, Pra sejahtera 302 KK dan sejahtera 35 KK dengan total 322. 
Mata pencaharian Desa Tapong petani 99%, Buruh 0,01%, peternak 0,98%, 
Wirauswasta 0%, PNS 0,01%, Karyawan 0%, pengrajin 0%.   
Desa Tapong adalah desa yang terisolir dan jauh dari sentuhan pembangunan 
infrastruktur yang membuat daerah ini mengalami perlambatan ekonomi. Namun 
Desa ini bangkit dengan memanfaatkan kurang lebih 13% dana Desa yang diterima 
desa tersebut untuk membangunan sebuah jembatan unik, yakni jembatan pelimpas 
sebagai upaya menghubungkan desa dengan akses jalan ke kecamatan. Di mana 
jembatan ini membelah sungai jerae yang menghubungkan jalan antara dusun Rea 
dan Dusun Laniti serta akses ke Kecamatan. 
Akses masyarakat antar dusun serta jalan menuju ke Kecamatan sangat sulit, 
sehingga menghambat roda perekonomian desa. Jembatan gantung yang ada 
sebelumnya dibuat pada tahun 80’an memiliki kemampuan yang terbatas pada 
pejalan kaki dan kendaraan rofa 2 saja, karena kondisi sekarang sangat 
memprihatinkan. Mata pencaharian warga desa terbatas pada bertani dan berladang, 
tidak ada usaha ekonomi yang memadai dikarenakan susahnya akses menuju ke pusat 
perekonomian di keramaian. Sungai hanya bisa diseberangi kendaraan roda 4 jika 
debit air sedikit yaitu hanya pada musim kemarau saja. 
                                                 
1Yamang, (Toko Adat), Suniang, (Toko Masyarakat), Muh. Basri (Toko Agama), wawancara 
23 juli 2018.  
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B. Efektifitas Pengimplementasian Kebijakan Bantuan Pembangunan di Desa 
Tapong Kec. Tellu Limpoe, Kab Bone. 
Berbicara mengenai suatu kebijakan bantuan pembangunan di desa dalam 
otonomi desa. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah yang merupakan pengganti undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau 
yang disebut masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam 
sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang d 
maksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, 
Partisipasi, Otonomi Asli, demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat. 
Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh banyak Hal. 
Haeruddin (Honorer SDN 172 Tapong). Menyatakan menyatakan bahwa keberhasilan 
penyelenggaraan otonomi Daerah ditentukan oleh:  
1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan 
dana.  Karena suatu rencana pembangunan hanya efektif kalau dibuat dan 
dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.  
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dan 
Faktor-Luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan daerah.2 
Perubahan orientasi pembangunan yang memacu pertumbuhan dari dalam, 
pemerintah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak 
                                                 
2Haeruddin, 25 tahun (Honorer) Desa Tapong (Wawancara 25 juli 2018) 
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dilaksanakan. Selanjutnya suatu daerah merencanakan berdasarkan otonomi Desa 
kemudian Pemerintah yang menentukan dan memproritaskan yang mana lebih 
membutuhkan. 
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, di mana desa berwenang mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di 
Kabupaten/Kota. Maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang 
matang berlandaskan partisipasi dan transportasi serta demokratisasi yang 
berkembang di Desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Jangka Mengengah 
Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Tahunan Desa (RKPDes). Seperti yang 
dilaksanakan Di Desa Tapong, dengan rencana tahunan desa tersebut. 
RPJMDes merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu lima 
tahun. RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang 
mendukung perencanaan tingkat kabupaten.3 
Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah 
perencanaan yang memberi kesempatan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan 
perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan 
yang baik (Goog Governance) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.  
Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes) yaitu: 4 
1. Tujuan  
a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam 
                                                 
3Ridwan, Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (Desa Tapong : 2015),  h. 7.  
4Ridwan, Rencana Pembangunan   Jangka Menengah Desa, (Desa Tapong : 2015),  h. 8 
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Lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5-10 tahun 
dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Desa, Kecematan maupun 
Kabupaten. 
b. Sebagai dasae/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa. 
c. Sebagai masukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes). 
d. Di susunnya/dibuat rencana pembangunan jangka 5-10 tahun yang 
dijabarkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Tahunan Desa.  
2. Manfaat 
a. Lebih memnjamin kesinambungan pembangunan 
b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan 
pembangunan desa. 
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. 
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan 
program pembangunan dari pemerintah. 
e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.  
Masalah pembangunan Desa dalam proses penjaringan masalah, penyusunan 
RPJMDes Desa Tapong dimulaim dengan menjaring masalah dan kebutuhan (Need 
Assement) masyarakat di tingkat dusun yang dilakukan secara partisipatoris. Adapun 
alat yang digunakan adalah alat yang biasanya digunakan dalam Teknik Partisipatory 
rural appraisal (pengkajian Desa Secara partisipatif). Alat tersebut antara lain : 
1. Sketsa Desa, dubuat secara partisipatoris oleh masyarakat. Sketsa adalah 
gambaran kasar tentang keadaan sumber daya fisik (alam maupun buatan) 
yang ada di Desa. Dari sketsa ini kemudian teridentifikasi apa saja yang 
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menjadi masalah dan potensi sumber daya fisik di desa.  
2. Bagan kelembagaan, alat ini digunakan untuk mengidentifikasi institusi dan 
lembaga-lembaga masyarakat. Dengan bagan ini akan terinventarisasi jumlah, 
masalah, potensi dan sejauh mana manfaat lembaga-lembaga tersebut pada 
masyarakat.  
3. Kelender musim, adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan 
dan keadaan yang terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di 
masyarakat. Dari kelender musim ini akan diketahui masa-masa kritis dari 
kehidupan masyarakat, seperti kapan mulai munculnya banyak penyakit, pada 
bulan apa saja warga kekurangan air bersih dan lainnya. 5 
Dalam proses penjaringan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan 
dusun yang dihadiri oleh kepala dusun, toko masyarakat, toko pemuda, toko 
perempuan serta masyarakat di dusun tersebut. Kemudian hasil penjaringannya nanti 
yang telah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tersebut kemudian direkap dan 
dikelompokkan kedalam bidang-bidang yaitu: sarana dan prasarana, ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan olahraga, kelembagaan desa.  
Dalam proses penyusunan program pembangunan, hasil penjaringan masalah 
dan potensi yang telah dilakukan di dusun kemudian dikumpulkan dan 
dikelompokkan, lalu dikaji dan dianalisis dalam Musyawarah I Desa Tapong. 
Musyawarah ini dengan proses pengkajian dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Penentuan peringkat masalah bertujuan untuk mengetahui perioritas-perioritas 
permasalahan yang harus segera dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam 
penentuan ini adalah perangkingan dan pembobotan. 
                                                 
5Ridwan, Kepala Desa Tapong (Wawancara 23 Juli 2018).  
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b. Pengkajian pemecahan masalah dilakukan untuk menemukan berbagai 
alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab 
masalah dan potensi yang ada. 
c. Penentuan peringkat tindakan, pada tahapan ini pengkajian dititikberatkan 
pada menentukan atau memilih alternatif tindakan masalah yang paling layak 
digunakan untuk memecahkan masalah.  
Dalam proses program pembangunan, setelah tindakan yang layak ditetapkan, 
kemudian diadakan musyawarah II untuk merumuskan jenis kegiatan pembangunan 
yang akan dilakukan. Kegiatan pembangunan yang sejenis dikelompokkan ke dalam 
program pembangunan, selanjutnya program-program pembangunan dikelompokkan 
ke dalam bidang-bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang akan 
dilaksanakan yakni bidang sarana dan prasarana, ekonomi, pendidikan, kesehatan 
sosial budaya dan olahraga serta kelembagaan Desa.  
Dalam lokarya II ini juga dilakukaan penetuan waktu dan sumber pembiayaan 
kegiatan pembangunan. Penentuan waktu dan sumber pembiayaan ini didasarkan 
pada tingkat kemendesakan, besar dan jenis kegiatan pembangunan.  
Untuk waktu pelaksanaan disepakati, kegiatan pembangunan akan 
berlangsung selama lima tahun, sedangkan untuk sumber pembiayaanmya, berasal 
dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah, 
masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah bersumber dari anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana 
Stimulasi Desa. Pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dan partisipasi 
sukaarela, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan lain-
lain program.  
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Menurut Bapak Kasman, selaku Kaur pembangunan bahwa rancangan 
pembangunan yang telah di susun, berjalan sesuai rencana, sudah banyak program-
program pembangunan satu-persatu diselesaikan, dapat dilihat dari tahun 2015-2016 
sudah merenovasi kantor Desa, Kemudian ditahun 2017 telah pembangunan jembatan 
pelimpas, Selanjutnya berdirinya TK yang sudah berjalan sampai sekarang ini, dan 
diakhir tahun 2018 ini mulai perkembangan dengan masuknya Tenaga Listrik yang 
sedang berlangsung, dan rencananya akan di resmikan pada Novermber mendatang.6 
Mungkin itu adalah sebagian besar pembangunan yang menonjol di setiap 
tahunnya, Namun ada sebagian pembangunan yang terlaksana bukan hanya dari 
pemerintah saja, namun kerja sama antar masyarakat dalam hal ini bergotong royong.  
Berbicara pandangan penulis mengenai efektifnya apabila suatu implementasi 
pembangunan berjalan sesuai target dan terselesaikan tepat waktu yang telah di 
tetapkan. Maka disitulah keberhasilan pemerintah dalam membangun masyarakatnya 
itu sendiri, maka hal ini bisa dikatakan efektif. 
Sejak ke pemrintahan Bapak Ridwan 2016, bantuan pertama yang masuk 
selama kepemimpinan, yaitu tenaga surya yang didapatkan dari provinsi pusat yang 
hanya dua kabupaten yang terdaftar menerima tenaga surya, yaitu kabupten Bone dan 
Kabupaten pinrang. Khusus di daerah Bone hanya Desa tapong yang mendapatkan 
Bantuan tenaga surya tersebut. Bantuan kedua masih pada tahun 2016 yaitu (KBR) 
untung masyarakat, dan keuntungan adalah masyarakat digaji umtuk membuat lobang 
tanaman, serta menanam pun digaji. 
Bantuan ketiga yaitu Air Bersih di tahun 2017 yang berfokus pada RT 1 
Dusun II Rea, sekitar 10 rumah. Kemudian bertambah bantuan Air bersih yang 
                                                 
6Kasman, Kaur Pembangunan Desa Tapong  (Wawancara 24 Juli 2018) 
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berfokus pada RT 2 Dusun II Rea, Bantuan Yang di dapatkan dari Dana Alokasi 
(DAK) pada awal tahun 2018. Kemudia dilanjutkan Bantuan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) di tahun 2018 yaitu Lapangan Bola Volly yang berfokus 
pada RT 2 Dusun II Rea. Selanjutnya bantuan tenaga listrik dari pusat yang 
sementara di kerjakan dan di targetkan selesai di akhir tahun 2018.  
Dari bantuan yang disebutkan diatas adalah bantuan diluar Alokasi Dana Desa 
(ADD), yaitu ditahun 2016 rabat beton dua jalur di Dusun I Lerang. Dan pelebaran 
jalan di Dusun II Rea yang menuju daerah barru sebagai akses jalan raya. Kemudian 
di dusun III Laniti rabat beton full. Selanjutnya Awal 2017 di bangun  Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), yang dikerjakan sekitar 2 bulan dan mulai aktif di pakai di 
tahun 2017 sampai sekarang ini. Dan telah di bangun juga Posyandu di dusun I 
lerang. Kemudian jembatan pelimpas di Dusun II Rea yang aksesnya menuju Dusun 
III laniti dan jalan ke Kecamatan.  Kemudian selanjutnya penambahan (kelanjutan) 
Akses Jalan ke Dusun I Lerang dua jalur rabat beton sedangkan  di Dusun III laniti 
lanjutan rabat beton full. Pada tahun 2018 masih penambahan lanjutan rabat Beton 
dua jalur ke Dusun I lerang. Dan masih sama dengan Dusun III laniti.  
Menurut kepala Dusun III Laniti, pembangunan di desa tapong sangat efektif 
karena tidak pernah mengalami kendala selama pembangunan, walaupun kadang 
yang sering menjadi kendala adalah adanya propokator yang ada di daerah setempat. 
Namun bisa di atasi dengan strategi pemerintah yang selalu mendokumentasikan 
setiap pembangunan yang di lakukan dan selalu aktif dalam pelaporan 
pembangunan.7 
 
                                                 
7Sultan,  Kepala Dusun III Laniti  (Wawancara 23 Juli 2018). 
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C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Bantuan 
Pembangunan. 
a. Faktor penghambat  
1. Kultur Masyarakat  
Di dalam suatu upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak 
lepas dari faktor penghambat sebagai aspek yang sering muncul dalam suatu 
pembangunan. Salah satu faktor penghambat pembangunan di Desa Tapong adalah 
kultur masyarakat yang masih patuh peranan pokok tradisional (suku, adat) dari 
kalangan tertentu, dan tidak patuh pada pemerintah. Selain kultur kepemimpinan 
tradisional yang menjadi rujukan di Kampung tapong, juga terdapat budaya 
masyarakat yang hanya mau mengikuti perintah oleh pemimpin informalnya.  
Hal tersebut di perkuat dengan salah satu hasil wawancara dengan Kepala 
Desa Tapong Ridwan S.Pd.MM (37 Tahun). 
Dalam hal pembangunan di Desa tapong kita memakai strategi, pertama kita 
mengajak semua toko untuk ikut peduli terhadap permasalahan yang ada. Kedua, 
melibatkan semua toko masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, 
menggali potensi yang dimiliki Desa Tapong untuk diberdayakan dalam menuju 
kemampuan kampong.8 
Hal senada juga di kemukakan oleh sekrtaris desa Murhaya (50 Tahun) 
menjelaskan bahwa  : 
Salah satu  kendalanya apabila ada bantuan belum dikerjakan sesuai dengan 
waktunya, karena di Desa Tapong masih terikat dengan adat, yang dimana tidak bisa 
dilanggar, seperti kalau ada acara adat tula bala, pada acara tula bala ini selama 3 
                                                 
8Ridwan, Kepala Desa Tapong, (Wawancara 23 Juli 2018). 
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minggu selama itu pula tidak boleh ada pelaksanaan pembangunan. 9 
2. Rendahnya partisipasi masyarakat 
Partisipasi masyarakat Desa Tapong dalam penentuan pembangunan pada 
awalnya masih minim. Namun dalam pelaksanaannya justru hanya kelompok-
kelompok masyarakat kepentingan yang mengetahui dan dianggap mewakili 
kepentingan masyarakat. Kelemahan tersebut dikarenakan masih ada paham 
masyarakat bahwa pembangunan kampung hanya menjadi tanggungjawab pemerintah 
saja. Di mana masyarakat sebenarnya pintar dalam memberikan komentar ketika 
pemerintah melakukan kesalahan. Dan saling iri, apabila ada masyarakat yang dekat 
dengan pemerintah dan memiliki pekerjaan, walaupun sebenarnya pemerintah sedang 
berperilaku adil dalam mempekerjakan masyarakat sesuai dengan keahlian yang 
dimiliki. 
b. Faktor pendukung 
1. Kewenangan Kepala Desa 
Kewenangan kepala desa dalam hal pengimplementasian bantuan 
pembangunan dikonstruksikan sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan dan 
pemberdaya masyarakat menjadi awal dalam kemajuan. Kewenangan sebagai salah 
satu wujud tugas dan tanggungjawab bagi kepala desa untuk berbuat lebih banyak, 
mengingat kepala desa memiliki letigimasi baik dari masyarakat maupun pemerintah 
yang lebih tinggi, yaitu pemerintah distrik maupun kabupaten,  
Dalam pelaksanaannya, kewenangan yang dimiliki kepala desa melakukan 
beberapa langkah, seperti yang dituturkan oleh Bapak Kepala Desa Ridwan S.Pd.MM 
(37 Tahun), Menurut kami upaya yang kami lakukan adalah melakukan perubahan 
                                                 
9Murhaya, Sekertaris Desa (Wawancara 23 Juli 2018). 
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pola pokir masyarakat menuju kemajuan desa. Kewenangan yang ada adalah 
melakukan pendekatan secara cultural dalam setiap membuat suatu kebijakan.10 
 Selanjutnya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa secara umum dapat 
mewujudkan rencana-rencana pembangunan kedepannya. Saya sependapat dengan 
hal itu karena dengan membangun desa dengan saling membantu dan bersama-sama 
tidak akan bercerai-berai dengan masyarakat dan tidak menimbulkan perselisihan 
dikemudia hari. 
2. Meningkatkatnya partisipasi masyarakat  
Salah satu pendukung keberhasilan pembangunan Desa adalah keterlibatan 
masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dianggap 
sebagai alat untuk mengukur kesungguhan dan keterwakilan dalam proses 
pembangunan Desa. Hal ini dapat dilihat pada saat adanya pembangunan di kantor 
desa antusias masyarakat dalam bergotong-royong dan pertemuan Rapat dalam hal 
verifiksi penerimaan bantuan. 
Hal ini dikemukakan oleh salah satu staf Kaur perencanaan di kantor Desa 
Irmawati (27 Tahun) menerangkan bahwa: 
Dalam agenda rapat pertemuan untuk verifikasi penerimaan bantuan PSK 
masyarakat hadir pagi-pagi walaupun Tim pendamping belum hadir dan baru hadir 
setelah Dhuhur namun antusias masyarakat tetap semangat.Setelah masyarakat 
menerima bantuan, setiap kelompok dusun menyumbangkan sedikit uang bantuan 
yang mereka miliki untuk pembangunan mesjid disetiap dusun mereka tinggal.11 
Di samping itu pelaksanaan dilapangan masyarakat Desa Tapong juga aktif 
                                                 
10Ridwan, Kepala Desa Tapong (Wawancara  23 Juli 2018). 
11Irmawati, Kaur Perencanaan  (Wawancara 23 Juli 2018) 
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dalam setiap kegiatan proses perumusan program kerja dan setiap kegiatan yang 
berkenan dengan kampung dan kegiatan masyarakat.  
Dalam penjelasan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam 
pembangunan desa.Dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan kampung/Desa, 
terdapat dua aspek yang mempengaruhi, yaitu hard skil dan soft skil.Hard skil 
merupakan perangkat pendukung pengembangan pedesaan yang berupa: Regulasi dan 
Kebijakan; Lingkunga; Infrastruktur; ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan soft 
skil lebih kepada sosial masyarakatnya yang berupa modal sosial. 
Perlibatan stalkholder yang terkait dan terintegrasi seperti pemerintah, swasta, 
masyarakat, dan perguruan tinggi yang memiliki fungsnya masing-masing, 
menjadikan pengembangan pembangunan Desa akan lebih teraktualisasikan dalam 
mensejahterakan kehidupan masyarakat di pedesaan. Partisipasi masyarakat 
kampung/desa tetap menjadi fokus utama dalam transformasi perdesaan. 
Meskipun desa seharusnya menjadi basis desentralisasi dan mampu 
menjalankan peran sebagai self goveming community, kebanyakan desa mengahdapai 
masalah yang akut. 
1. Desa memliki APBDES yang kecil dan sumber pendapatannya sangat 
tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 
2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa 
mempunyai pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.  
3. Masalah itu di ikuti oleh rendahnya dana Operasional Desa untuk 
menjalankan pelayanan.  
4. Keempat tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk 
ke desa, tetapi hanya di kelolah oleh Dinas.  
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Gerakan pembangunan selama ini sering kali bias kepentingan politik, 
Atmosfer semacam itu berdampak pada pelayanan public di kota jauh lebih cepat 
berkembang daripada di Desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin 
senjang dari waktu ke waktu. Strategi pembangunan semacam ini tidak akan bisa 
mengatasi kemiskinan struktural jumlah kemiskinan di desa atau selalu lebih tinggi 
dan urbanisasi akan terus semakin besar sejalan dengan permasalahan tersebut,  
Menurut salah satu masyarakat pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan 
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) , yang ditandai dengan terbitnya PP Nomor 72 
tahun 2005, yang bertujuan lebih mengarah pada pemberdaya desa. pelaksanaan 
ADD diatur oleh pemerintah, Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa 
sebagian dari dana pertimbangan pusat dan daerah yang diterimah oleh 
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa 
secara proposional yang merupakan Alokasi dana Desa peraturan mengenai ADD  
ditindaklanjuti melalui surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 
2005 tentang pedoman ADD dari pemerintah kabupaten/Kota kepada pemerintah 
desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan Alokasi dana desa.  
Namun apabila suatu pemerintah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan baik 
maka hal-hal seperti itu bisa di selesaikan. Karena masyarakat pedesaan meganut 
sistem kekeluargaan dan bergotong royong dalam hal pembangunan.sebab pikiran 
masyarakat akan kepentingan bersama masih kental dengan adanya adat-istiadat.  
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D. Perspektif Siyāsah Syar’iyya terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan 
Pembangunan dalam Otonomi Daerah di Desa Tapong.  
Berbicara Siyāsah  syar’iyyah, tidak lepas dari hubungan pemerintah dan 
masyarakat. Kebutuhan manusia akan Negara didasarkan atas pertimbangan akal dan 
hadist. Argument rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk 
bergabung, bekerjasama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli 
apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argument rasionalnya itu juga 
diperkuat dengan landasan dari sunnah nabi Muhammad SAW. Ia menganjurkan 
sejumlah sunnah atau hadist Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan 
pemerintahan. 12 
Berdirinya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk 
menegakkan hukum dan keadilan. Di mana tegaknya sebuah keadilan berarti 
melaksanakan perintah dan menghindar dari kejahatan dan kemasyarakatan tauhid 
mempersiapkan bagi munculnya suatu masyarakat yang hanya mengabdi pada Tuhan. 
Karena ketika terjadi pertikaian dalam suatu urusan antara orang-orang yang terlibat 
dalam soal pemerintahan Islam. Al-Qur’an menuntut kedua pihak-yakni yang 
memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul yang 
menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam kitabullah itu.  
Allah Berfirman QS An-Nisa /4:58-59: 
* ¨β Î) ©! $# öΝ ä. ããΒ ù' tƒ β r& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’n<Î) $ yγÎ=÷δ r& # sŒ Î)uρ Ο çFôϑs3ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#θ ßϑä3øtrB 
ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# $ −Κ ÏèÏΡ / ä3ÝàÏè tƒ ÿ ÏµÎ/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿxœ # ZÅÁ t/ ∩∈∇∪   $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΨtΒ# u 
                                                 
12Usman Jafar,  Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah dan 
Diplomasi dalam Bingkai Syari’ah  (Watampone : Penerbit Syahadah , 2016),  h. 184.  
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(#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§9 $# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λäôãt“≈ uΖs? ’Îû & ó x« çνρ–Š ã sù ’ n<Î) «!$# 
ÉΑθ ß™§9$# uρ β Î) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «!$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×ö yz ß |¡ ômr& uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪    
Terjemahannya: 
 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaknya kamu menetapkannnya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar 
Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
Taatilah Rasu (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara 
kamu. Kemudian Jika kamu berbeda tentang sesuatu, maka kembalilah 
kepada Allah dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan 
hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.13 
 Asbabun nuzul, ayat ini turun pada Utsman bin  Thalhah ketika Fathul 
makkah, setelah rasulullah mengambil kunci kabbah darinya beliau masuk kabbah 
bersamanya, setelah keluar dan membaca ayat diatas, beliau memanggil Utsman dan 
memberikan kunci kabbah kepadanya, ketika rasulullah SAW keluar dari kabbah 
Umar bin Khaththab berkata sungguh ayat yang tidak pernah saya dengar 
sebelumnya, dari kata umar ini tampaknya bahwa ayat ini turun di ka’bah.14 
 Begitupun pada ayat 59, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada 
peristiwa yang terjadi pada Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid. Ketika itu 
Khalid bin Walid adalah gubernur. Pada suatu hari Ammar mengupah seorang tanpa 
perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar.Lalu turunlah firman Allah di atas. 
Di sinilah Al-Qura’an memerintahkan kepada semua orang beriman, baik 
pihak penguasa maupun pihak lainnya, untuk melaksanakan empat prinsip : 
                                                 
13Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan  (Jakarta : PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 113-114.  
14M. Quraish Shihab, Tafsir AL-Mishbah-Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur’an (Jakarta : 
Lentera hati, 2003), h.457-463. 
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a. Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat yang 
terpenting ialah amanat pemerintahan terhadap rakyat diseluruh wilayah 
kekuasaannya, terutama berbuat sesuai dengan kitabullah.  
b. Menjalankan pemerintahan, termasuk menghakimi pihak-pihak yang 
bersengketa secara adil dan bijaksana.  
c. Menaati prinsip-prinsip dan undang-undang Ilahi, yang tercermin dalam 
perintah-perintah dan larangan-larangan serta petuah-petuah-Nya sesuai 
dengan kitab dan Sunnah Rasul-Nya, baik perkataan maupun perbuatan.  
d. Bertahkim-mengambil sebagai hakim atau pemimpin-kepada prinsip-prinsip, 
hukum-hukum dan penerapan-penerapan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, 
apabila terjadi pertikaian sesama mereka atau diantara para pemimpin 
mereka.15 
Adapun hadist tentang taat kepada pemimpin, di riwayatkan oleh Abdullah 
bin Umar  Nabi bersabda bahwa :  
۱۲۰۵ َﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ ,َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ُﺚْﻳِﺪَﺣ.،َﻢﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠ  :َلَﺎﻗ  ,
 َْﱂ ﺎَﻣ ,َِﻩﺮََﻛو ﺐَﺣَأ َﺎﻤـْﻴِﻓ ِﻢِﻠﺴُ
ﳌا ِءْﺮ
َ
ﳌا ﻰَﻠَﻋ ُﺔَﻋَﺎﻄﻟاَو ُﻊْﻤﺴﻟا ُِﻣأ اَذَِﺈﻓ ؛ٍﺔَﻴِﺼَْﻌِﲟ ْﺮَﻣْﺆُـﻳ  َﺮ
.ﺔَﻋ َﺎﻃ َﻻَو َﻊَْﲰ َﻼَﻓ ٍﺔَﻴِﺼَْﻌِﲟ 
 ﱂ ﺎﻣ مﺎﻣﻺﻟ ﺔﻌﻄﻟا و ﻊﻤﺴﻟا بﺎﺑ ٤:مﺎﻜﺣﻷا بﺎﺘﻛ  ٩٣ : ﰲ يﺮﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ)
 16(ﺔﻴﺼﻌﻣ ﻦﻜﺗ 
                                                 
15Muhammad  Al Bahiy, Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif  Islam (Jakarta : 
Integritas pres, 1985)  h. 44-45.  
16Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, Hadist Shahid Bukhari Muslim-Himpunan Hadist 
Tershahid yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Cet.9; Depok : PT Fathan Prima Media, 
2017), h. 531. 
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Terjemahnya :  
Abdullah bin Umar, berkata : “Nabi Bersabda : “Patut dan Taat itu (Pada 
Pemimpin) adalah wajib bagi seseorang dalam hal apa yang ia suka atau 
benci, selama tidak  diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah maksiat, 
maka tidak wajib patut dan taat. “ (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab 
ke-93, kitab Hukum bab ke-4, bab mendengar dan taat kepada pemimpin 
selama bukan maksiat).17  
Al-Qur’an menuntut semua orang untuk yang beriman agar kembali kepada 
Allah, yaitu kepada Kitab dan Sunnahnya ketika terjadi pertikaian di antara para 
pemimpin atau lainnya, dan menjelaskan tampa tedeng aling-aling, bahwa pemerintah 
di kalangan pemerintah terlindung dari Dosanya dari yang lain, apalagi terlindung 
dari dosa. Mungkin juga mereka melakukan kesalahan, dan mungkin pula mereka 
berada dalam jalan kebenaran. 
Berbicara mengenai Desa, seperti yang kita ketahui bahwa suatu desa 
memiliki perbedaan kehidupan dengan masyarakat kota. Yang dimana desa apabila 
terjadi pertikaian atau masalah dalam lingkup masyarakat, mereka lebih memilih 
menyelesaikan dengan sistem musyawarah dibanding dengan Hukum. Sebagaimana 
musyawarah itu mengandung makna persamaan dalam pertukaran pendapat, maka 
pengayoman mengandung arti kasih sayang dan terutama sekali menjauhi tekanan 
dan paksaan. 
Perekonomian dalam Islam tidaklah terbatas pada usaha dalam bidang 
pertanian dan perdagangan semata, tetepi juga menyertakan bidang pertukangan atau 
perindustrian, sebagaimana dapat dipahami dari firman ilahi.  
                                                 
17Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, Hadist Shahid Bukhari Muslim-Himpunan Hadist 
Tershahid yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,  h. 531-532.   
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Allah Berfirman dalam QS Al Hadid/57:25, 
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Terjemahnya : 
Sesungguhnya kami telah mengutus para Rasul-rasul kami dengan bukti-bukti 
yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) 
agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang 
mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah 
mengetahui siapa yang menolong (Agama)-Nya dan Rasul-rasul-Nya 
walaupun (Allah) tidak dilihatnya sesungguhnya Allah mahakuat, 
mahaperkasa.18 
Ayat diatas menguraikan bahwa tujuan Allah mengutus para rasul dan 
menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia menegakkan keadilan agar 
manusia menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat adil. Allah juga 
menciptakan besi antara lain untuk dijadikan alat penegakan keadilan, berdampingan 
dengan infak dalam melaksanakan jihat di jalan Allah SWT. Ayat ini juga dipahami 
sebagai nasihat kepada mereka yang selama ini belum bersungguh-sungguh 
menggunakan anugrah Allah sesuai dengan tujuan penciptanya.19 
Dalam segi kesosialan, Islam mewajibkan pemberian bantuan sebagai ibadah 
dan pendekatan diri kepada Allah, yakni dengan menutupi kebutuhan fakir miskin, 
membela orang yang berutang disebabkan kesediaannya menanggulangi kepentingan 
umum, atau karena tekanan suasana di luar kehendaknya. Begitu pun untuk 
                                                 
18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 789.  
19M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h.46-47 
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mengembalikan kebebasan seseorang dan menghibur hatinya sebagai hak asasi setiap 
manusia, serta untuk menutupi keperluan masyarakat, sebagaimana dipaparkan dalam 
pasal orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan mengenai  harta, Islam melihat 
tentang pemilikan harta bahwa ia adalah milik khusus, dan tentang manfaatnya bahwa 
ia adalah untuk umum, berdasarkan prinsip: manusia untuk menjadi khalifah Allah 
terhadap harta-Nya. Pandangan Islam terhadap harta ini berbeda dengan pandangan 
kapitalisme yang berpendapat bahwa pemilikan khusus berakibat pendapat 
sosialisme, dalam hal ini pengertian bolsyewisme, yang melihat bahwa perwujudan 
manfaat umum bagi harta mengharuskan pemilikan umum baginya, tegasnya 
mengharuskan di hapuskannya pemilikan khusus. Maka orang-orang bodoh itu di 
bawah pengampunan dan menarik harta milik khusus mereka dari tangan mereka.20 
Dan Islam sebagai suatu agama yang bangga dengan terpeliharanya kesatuan 
keluarga, bukanlah Karena ia lebih cenderung kepada atau berdiri diatas sistem 
kesukuan sebagaimana dituduhkan oleh pengikut-pengikutalam pikiran sosial yahudi 
tetapi karena kesatuan keluarga itu merupakan pertama dalam masyarakat manusia 
tentang pertalian dan kekukuhannya. Dan dalam bidang pengarahan, Islam tidak 
melihat paksaan dan hal-hal yang bertentangan dengan tabiat manusia sebagai faktor 
yang baik bagi pengarahan, hingga ia tidak hendak memaksakan sesuatu; hanya 
menyerukan dakwah lalu memberikan kebebasan mutlah serta keinginan buat 
beriman atau tidak.  
Begitupun didalam suatu masyarakat yang masih memegang teguh hubungan 
kekerabatan atau adat Istiadat. Seperti halnya di Desa Tapong yang masih kental akan 
                                                 
20Muhammad  Al Bahiy, Masalah-masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam (Cet.1;  
Jakarta : Integritas Press, 1985), h. 55-56 
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budaya hukum adat. Yang dimana apabila akan memulai suatu pembangunan maka 
masyarakat akan berkumpul dan meminta agar segala yang dikerjakan dapat berjalan 
dengan baik. Hukum adat memang sulit di hilangkan didalam masyarakat namun 
masyarakat juga tidak boleh melupakan ajaran agama. 
Berbicara mengenai Fiqh Siyāsah Maliyah dimana pengaturannya 
diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu di dalam Siyasyah Maliyah 
ada hubungan tiga Faktor yaitu Harta, Rakyat, dan Pemerintah atau Kekuasaan. Di 
kalangan rakyat ada dua kelompok Besar dalam suatu atau beberapa Negara yang 
harus bekerjasama dan saling membantu antara orang miskin dan orang kaya. Dalam 
Siyāsah  maliyah juga dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil 
untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya 
dan orang miskin tidak semakin melebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi 
oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, 
agar ada keadilan dan kepastian adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral 
dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan 
ketidakpastian.21 
Oleh sebab itu dalam Fiqh Siyāsah  Maliyah orang-orang kaya disentuh 
hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap 
karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, di atur di dalam bentuk, 
zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti 
wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash 
syari’ah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj. 
Isyarat-isyarat Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama 
                                                 
21Muhammad Gufron, dkk, Siyasah Maliyah (Malang : STAI Ma’had Aly Al-hikam ), h.1, 
http://kuliilmu.blogspot.com/2011/05/fiqh-Siyāsah -maliyah.html (Diakses 14 agustus 2018). 
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Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan 
kaum mustad’afiin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilahyang harus menjiwai 
kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Orang-orang 
kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para 
fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat 
keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang 
kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak 
kemanusiannya.22 
Dalam tata negara harus ada pengaturan keluar masuknya keuangan yang 
ditangani oleh lembaga-lembaga tertentu. Tentunya hal itu bukan sesuatu yang 
mudah, karena tidak sedikit pejabat yang berada dalam lembaga ini sering terjerat 
oleh hukum seperti Gayus Tambunan. Perlu ada pembenahan kembali dalam menata 
keuangan negara. Oleh karena itu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 
memang perlu untuk di tingkatkan, sehingga komunikasi antar mereka  
Telah diatur dalam pasal 18,18 (A) UUD 1945 tentang hubungann antara 
Pemerintah pusat dan Daerah, Pasal 18 (a) mengatakan bahwa hubungan wewenang 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau 
antara provinsi dan kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan dan keragaman daerah.23 
Dilihat dari Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintaah pusat dan pemerintah daerah diatur 
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
                                                 
22Muhammad Gufron, dkk, Siyasah Maliyah, http://kuliilmu.blogspot.com/2011/05/fiqh-
Siyāsah -maliyah.html (diakses 14 agustus 2018). 
23Sekretariat Jendral  MPR RI, Undang-undang Dasar  1945 Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 1945, Bab VI, Pasal 18 (a),  h. 61-62.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan lokasi penelitian  
1. Jenis penelitian  
Dalam penelitian ini yang digunakan Deskriptif Kulaitatif Lapangan (field 
Reaseart Kualitatif). Di mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 
yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang 
masalah-masalah manusia dan sosial. bukan mendeskripsikan bagian 
permukaan dari suatu realita sebagaimana yang dilakukan penelitian 
kuantitatif dengan positivism. 1 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di kantor  Desa Tapong, Kec. Tellu Limpoe, Kab. 
Bone. karena dalam penelitian ini membahas tentang implementasi bantuan 
pembangunan dalam otonomi daerah di desa Tapong.  
B. Pendekatan Penelitian 
1. penedekatan Normatif empiris (Teologi Normatif), pendekatan ini melihat apa 
yang terdapat dalam Al-qur’an dan Hadist serta pendapat para ulama.  
2. Pendekatan yuridis adalah suatu metode yang menekankan pada suatu 
penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pendekatan sosiologi  di mana suatu pendekatan yang melihat kaidah-kaidah 
yang terdapat pada penelitian ilmu sosiologi. Dalam penelitian ini mengajak 
untuk melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat.  
                                                 
1Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. 1, Jakarta ; Bumi Aksara, 2013 ), h. 85.   
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C. Sumber Data 
1. Data primer, data ini didapatkan melalui field researd, penelitian langsung 
dengan melihat di lapangan dengan cara interview. Dengan terjung langsung 
ke lapangan dengan mengadakan wawancara (Tanya jawab) pada pemerintah 
setempat yang bersangkutan.  
2. Data sekunder suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu 
data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumber pertamanya 
melainkan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-
undangan, serta jurnal yang berkaitan.  
D. Metode Pengumpulan Data  
Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah:  
1. Observasi, metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan 
secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 
individu atau kelompok secara langsung. 2 
2. Wawancara atau Interview, adalah pertemuan antara dua orang atau 
percakapan dua orang untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan, di 
mana ada yang bertindak sebagai informan dan ada yang bertindak sebagai 
pewawancara.  
3. Studi dokumen tehnik pengumpulan data dengan dokumen yang relevan 
dengan permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-undang 
dalam pemasyarakatan, serta berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan 
judul penelitian ini. 
                                                 
2Hady sutrisno,  Metode penelitian (Yogyakarta : pustaka pelajar, 1986), h. 172.   
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E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri karena 
peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan. 
1. Peneliti 
Peneliti adalah orang yang melakukan sutau penelitian dalam hal ini adalah 
peneliti.. 
2. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara ini digunakan untuk menggunakan wawancara untuk 
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
pertanyaan agar proses wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan. 
3. Buku dan Alat tulis 
Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang didapatkan dari sumber 
wawancara. 
4. Kamera 
Digunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan wawancara 
dan berbagai kegiatan yang dianggap penting.  
5. Tape Recorder/Heandphone (HP) 
Digunakan untuk merekam semua  proses wawancara dengan informan. 
karena jangan sampai data yang dicatat kurang akurat maka hasil rekaman 
dapat digunakan untuk menyempurnakannya.  
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Suyanto dan 
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Sutinah (2006:173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif 
dilakukan dengan cara mengklarifikasikan dan mengkategorikan data dengan 
berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data dalam 
penelitian ini terdiri dari :  
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan lapangan. Di mana langakah-langkah yang dilakukan 
untuk menajamkan analisis, meggolongkan dalam setiap permasalahan 
melalui uraian singkat, megarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasikan. 
Kemudian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
spesifik dan mempermudah penelitian melakukan pengumpulan data 
selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.  
b. penyajian data  
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. 
Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan suatu langkah penting 
menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal.  
c. Menarik kesimpulan dan verifikasi  
Tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data-data yang telah 
dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
adalah usaha untuk mencari dan memahami makna/arti, keteraturan pola-
36 
 
 
 
pola penjelasan alur sebab akibat atau proposi. Di mana sebelum 
penarikan kesimpulan dilakukan cara reduksi data dan penyajian data 
selanjutnya penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.  
d. Analisis data 
Analisis data adalah proses pengelolaan data dalam bentuk yang 
sederhana supaya dapat dimengerti, dipahami serta di interpretasikan. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Kualitaitf 
adalah menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian 
di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan 
selanjutnya pengolaan data disajikan secara deskriptif analisis dengan 
menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan 
penelitian lapangan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pembangunan di desa Tapong bisa dikatakan efektif karena dilihat dari 
beberapa tahun belakangan ini, pembangunan sudah meningkat, antara lain 
akses jalanan, transportas, juga meningkat, karena pemerintah melakukan 
strategi pembangunan yang memfokuskan pada infrakstruktur jalanan terlebih 
dahulu, sehingga pada tahap pembangunan selanjutnya bisa berjalan lancar 
tanpa mejadikan akses jalan sebagai kendala yang selama ini dijadikan 
permasalahan. Walaupun ada kendala yang lain namun itu masih bisa teratasi 
dengan baik. 
2. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan bantuan 
pembangunan di desa Tapong yaitu faktor penghambat, kultur masyarakat 
yang mana masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat, selanjutnya 
kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yakni masih 
terdapat segelintir kelompok masyarakat yang menganggap bahwa 
pembangunan merupakan tugas pemerintah sepenuhnya, sehingga mereka 
tidak ikut andil dalam proses  pembangunan yang pada akhirnya akan kembali 
kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dari kesemua faktor yang dapat 
menghambat pembangunan bisa teratasi dengan adanya faktor pendukung 
seperti terdapat kewenangan Kepala Desa yang bisa meningkat kembali 
partisipasi masyarakat sehingga  dalam proses pelakasaan pembangunan bisa 
berjalan dengan baik. 
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3. Ditinjau dari hukum Islam berkaitan dengan yang terjadi di desa Tapong., 
dalam proses pelaksaan, Pemerintah memimpin dengan tegas dan adil. 
Berdirinya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk 
menegakkan hukum dan keadilan. Al-Qur’an menuntut kedua pihak-yakni 
yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah 
Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam 
kitabullah itu. Sebagai masyarakat menaati perintah, prinsip-prinsip dan 
aturan pemerintah sedangkan pemerintah menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya. Seperti halnya dalam suatu desa memiliki pemerintah 
atau kepala desa, apabila menetapkan hukum supaya menetapkannya dengan 
adil serta berperilaku musyawarah berdasarkan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan hal ini hukum Islam dan hukum adat sejalan tidak bertentangan 
dalam lingkungan Desa Tapong Kecematan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.  
B. Implikasi  Penelitian  
Berbicara mengenai suatu kebijakan dalam hal pembangunan di desa, 
pemimpin harus memiliki soft skill dan hard skill yang bisa diterapkan agar 
masyarakat yakin dan ikut serta dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan 
kadang tidak selalu berjalan mulus, namun terdapat juga beberapa kendala yang 
harusnya pemerintah bijak dalam memutuskan suatu perkara atau masalah yang ada.  
Sebagai kepala pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan hubungan 
dengan masyarakat kecil khususnya masyarakat pedesaan karena tidak sedikit 
masyarakat pedesaan yang acuh tak acuh terhadap kondisi pemerintah sekarang ini, 
dan masih ada juga infrastruktur desa yang kurang memadai seperti jalanan, jembatan 
bahkan sekolah, jadi disinilah peran pemerintah dibutuhkan agar faktor-faktor 
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penghambat pembangunan bisa teratasi dan kultur masyarakat yang dimana 
masyarakatnya masih berpegang teguh pada adat istiadat mulai mengetahui peran 
pemerintah dalam hal pembangunan desa, serta partisipasi masyarakat terhadap 
pembangunan mulai meningkat.  
Kemajuan suatu daerah diukur dari bagaimana pemerintah berhasil mengelola 
otonomi daerah itu sendiri. Dan berbicara mengenai hukum Islam perangkat 
pemangku adat lebih erat hubungannya dengan pemerintah.  
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